1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan
penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak termasuk dalamkabupaten/kota penghitung Indek Harga
Konsumen. Perkembangan dan pengendalian inflasi di dasarkanpada hasil monitoring
perkembangan harga kebutuhanbahan pokok dan penting di Pasar Pemerintah yang dilakukan
setiap hari. Terdapat 5 (lima) Pasar Pemerintah yang dijadikan obyek monitoring masing-
masing :

a. Pasar Niaga Bersujud di kecamatan Simpang Empat
b. Pasar Raya Bumi Pangeran di Kecamatan Kusan Hilir
c. Pasar Nusa Indah Kecamatan Angsana

d. Pasar Sudan Raya Kecamatan Satui

e. Pasar Batulicin Kecamatan Batulicin

Pemantauan perkembangan harga terbatas pada komoditas barang dan produk tertentu
sementara jasadan pelayan serta komoditas yang harganya ditetapkanpemerintah tidak
menjadi bagian yang dilakukanpemantauan. Secara umum perkembangan hargakebutuhan
pokok dan penting di Kabupaten Tanah Bumbu pada Triwulan IV tahun 2022
terdapatkomoditas yang mengalami kenaikan dan penuruanharga cukup signifikan. Komoditas
yang mengalamikenaikan harga diantaranya Beras Lokal dari jenis UnusMutiara, Siam Unus,
Karang Dukuh dan Sihirang, sementara untuk beras kemasan (premium) cenderungstabil.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas DagingAyam Ras dan Telur Ayam Ras. Untuk
Minyak Goreng jenis kemasan dan minyak sederhana mengalamipenurunan masing masing di
awal triwulan pada hargarata-rata Rp20.359,- dan Rp17.898 menjadiRp18.000,- dan 16.000,-
di akir triwulan. PenurunanHarga yang signifikan terjadi pada komoditas cabe-cabean baik
Cabe Merah Besar, Cabe Merah KritingDan Juga Cabe Rawit (Rawit Local, Rawit Hijau,
RawitTaji Dan Rawit Tiung).

Perkembangan harga kebutuhan pokok dan pentingsecara lengkap disajikan dalam lampiran.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan BBM pada September 2022 telahberdampak pada pergerakan harga-harga
kebutuhanpokok mulai Oktober-Desember 2022 (Triwulan IV). Perubahan harga kebutuhan
pokok dan penting terjadipada hampir semua komoditi meskipun beberapakomoditi juga
mengalami penurunan harga.

Beberapa permasalahan dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian
inflasidiantaranya :

a. Pada tahap awal tidak cukup data dan informasi yang tersedia pada rantai pasok bagian
mana perubahandan kenaikan harga terjadi.



b. Hampir semua jenis komoditi mengalami perubahankenaikan harga, hanya beberapa
komoditi saja yang dapat dilakukan intervensi.

c. Keterbatasan anggaran untuk pengendalian inflasimenyebabkan upaya-upaya yang
dilakukan sepertiPasar Murah tidak secara optimal dapatmengendalian perubahan kenaikan
harga.

d. Intervensi dan upaya pengendalian inflasi tidakdilakukan secara berkelanjutan,
perubahanpenurunan harga hanya bersifat sementara.

e. Upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan melaluikegiatan penanaman dan produksi
khususnyatanaman pangan dan hortikultura diperlukan cukupwaktu sehingga tidak dapat
mengatasi kebutuhandalam jangka pendek.

f. Produksi beberapa kebutuhan bahan pokok dan penting di dalam daerah terbatas sehingga
perlumendatangkan dari daerah lain.

. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam pelaksanaan pengendalian inflasi beberapakebijakan daerah telah dilaksanakan
diantaranyaalokasi anggaran 2% dari Dana Transfer Umum untukprogram Perlindungan Sosial
sebagai dampakpenyesuaian harga BBM. Kabupaten Tanah Bumbu telah mengalokasikan
anggaran sebesarRp13.176.285.360,- dan sampai dengan akhirDesember 2022 terealisasi
Rp11.289.116.709,- atausebesar 85,68% dari pagu anggaran.

Upaya pengendalian inflasi juga dilakukan denganpelaksanaan kegiatan Pasar Murah di 12
(dua belas) kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. KegiatanPasar Murah dilaksanakan
bersama anggota TPID diantaranya Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Gudang BULOG
Batulicinserta mitra kerja Pemerintah dan Badan Usaha diantaranya Para Distributor
kebutuhan pokok, pelakuusaha mikro dan kecil, pelaku usaha industri kecil dan Lembaga
Sosial Masyarakat.

Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu juga telahmengupayakan fasilitasi akses keuangan
daerahdengan mendorong Lembaga keuangan dan perbankanuntuk percepatan dan
kemudahan penyaluran kreditterutama untuk usaha mikro dan menengah. Meskidemikian hal
ini belum menunjukan hasil optimal mengingat daya beli dan kemampuan masyarakatuntuk
memenuhi kewajiban ke Lembaga keuangan dan perbankan juga mengalami penurunan.

Kebijakan lain yang menjadi program unggulankabupaten Tanah Bumbu adalah Pengadaan
Mobil Operasional Ketahanan Pangan Desa. Mobil operasional jenis pick up tersebut
diperuntukan bagisemua desa di kabupaten Tanah Bumbu dengan jumlahsebanyak 142 Unit.
Melalui kebijakan tersebutdiharapkan para produsen komoditas pertanian, peternakan dan
perikanan mendapatkan fasilitas untukpengangkutan dari mulai pembibitan, pemeliharaan dan
pemupukan serta pengangkutan hasil produksi. Denganhal tersebut dapat menjamin pada
kelancaran distribusidan kualitas produk yang terjaga. Pada akhirnyadiharapkan harga
kebutuhan pokok dapat terjangkaudengan tetap memberikan keuntungan yang wajar pada
produsen.

. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Dampak dari Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian
inflasisebagai dampak kenaikan harga BBM tidak dapatterukur efektivitasnya



b. Upaya-upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakanseperti kegiatan Pasar Murah belum
sistematisberdampak luas.

. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Pengendalian inflasi di kabupaten/kota perludilaksanakan secara terpadu dan tidak parsial,
dengan lebih mendorong dan memperkuat tugas-tugas TPID kabupaten/kota yang disertai
anggaranyang memadai.

b. Perlu melakukan identifikasi rantai pasok kebutuhanbahan pokok dan penting yang terbatas
atau tidakdapat dipenuhi oleh daerah, dan ditindaklanjutidengan Kerjasama dengan daerah
penghasil, baikKerjasama antar daerah maupun Kerjasama antarpelaku usaha.



